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TEORI HUKUM
DALAM PEMBANGUNAN HUKUM
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Polemik delam ilmu hukum tidek akan pernah berhenti. Hal ini sesuai dengan sifat
ffmu yong selalu tumbuh dan berkembang di sefiap jamannyn. Begitu pula dengan
pemahaman terhadap aspek-aspek hukum seperti poliik hikum, sistem hukum, teor
Fatkurmn, dan filsafat hukum. Asumsi dasar daolam tulisan ind ditekankan pada tirgauan dard
perspektif filsafat kum terhuadap teori hukum, politic hukum, serta sistern hukum dalam
konteks pembongunan hukum. Perspektif filsafal hukum tentang ketiga aspek hakam
tersebut merupakan usaha unfuk mencari hakikat hukum yang memberikan konsepsi dari
kajian yang mendalam tentang hukum dan menerapkan hukum agar logak tempatnya o

alom  aemesta i hingga  memberiion

1. PENDAHULUAN

Munculnya berbagai permasalahan
dalam “disiplin  (ilmu) hukum selalu
menimbulkan polemik. Berbagai perbe-
daan pendapat dan pemikiran yang
mendasar tentang politik hukum, sistem
bukum dan teori hukum memberikan
inspires umurn tulisan ind.

Dalam "the science tree of law”
digambarkan bahwa filsafat huloum meru-
pakan bagian disiplin dasar dari disipin
hukum. Sedangkan politik hukum, meru-
pakan disiplin pengarah dalam hukum.
Adapun cabang-cabang ilmu hukum da-
lam disiplin (ilmy) hukum mencakup
ilmu-ilmu  hukum, flsafat hukum dan
politik hukum. Dari uraian selintas ini
muncul berbagai pertanyasn mendasar,
yakni politik hukum yang bagaimana yang
dapal menciptakan sistem hukum na-
sional yang dikehendalki? Sehingga sistem
huloum nasional tersebut dapat membawa
rakyet ke arah masyarakat yang dicita-
citakan itu. Juga pertanyasn, bagaimana
polik  hukum menciptakan  sistem
hukum yang dikehendald serta politik

hukum apa yang tepat untuk mencipthkan
sistem hukum tersebut.
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kemaslohatan  kepada ummat  manusia.

Menurut LM, Froedmann, sistem
hukum dibagi dalam tiga komponen vang
meliputi: komponen struktural vyang
merupakan bagian-bagion dari sistem hu-
kum veng bergerak dalem suatu mela-
nisme, seperti lembaga pembuat undang-
undang, pengadilan, lembaga penerap
hukum dan penegak hukum. Kedua,
komponen substansi, yaitu hasil nyata
vang dihasilkan oleh sistern hukum baik
hukum in comorete maupun hukum in
abstracto, misalnya keputusan halim,
pemberian lisensi dan lain sebagainya.
Ketiga, omponen budaya hukum adalah
sikap-sikap publik beserta nilai-nilad yang
dipegang. Ketiga komponen yang diu-
riikan secara sckilas ini hanyalah untuk
membeberkan masalah apa isi sistem hu-
lkum dan dari mana sistem hukum terse-
but tercipta? Serta bagaimana kedudukan
teori hukum dalam sistern hukum dan
politik hulkum dikaji atau ditandai dari
perspektif filsafar hukumnya.

Dengan adanya pernvataan  sistem
bulum dapat dipergunaken untuk ke-
perluan pengembangan teori hukum, ma-
ka timbul pertanyaan lanjutan, apakah
teori hubum merupakan isi dar sistem
hukum yang akan membantu terciptanya
sistem hulum ataukah sebaliknya?
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Permasalahan-permasalahan tersebut
di atas memerlukan jawaben dari dua sisi
pandang aspek hukum yang dibicarakan.
Sebagai contoh, bagaimanakah politik
hukum dapat dipakai sebagai "alat” untuk
dapat memahami suatu sistem hulum?
dan imanakah suatn sistem hukom
dapat dipakai =sebagai “alat” untuk
tenelash politik hubum? Dengan dua
pertanyaan ini dapatlah dipakai sebagad
tolok ukur untuk keseimbangan pema-
haman terhadap sistemm hukum dan pe-
litik hubum. Namun demikian, apakah
cara telaah seperti ini selalu dapat diper-
gunakan? Kiranya masalah ini diperlukan
suatu pendekatan filsafat keflmusn yang
mendasar.

Berkenaan dengan herbagai permasa-
lahan di atas, Sunarvati Hartono menya-
takan, bahwa aspek atau unsur mans
yang dianggap paling penting, tergantung
dari falsafah hukum yang diantu oleh
gistem hukum yang bersangkutan. Se-
dingkan aspek ataupun unsur hukum
yang dimaksud adalah filsafat hulkum,
sumber hukum, kaidah hukum, yurispru-
densi, hukum kebiassan, penegakan hu-
kum, pelayanan hulum, profesi hukum,
lembaga hukum, pranata hukum, prose-
dur dan mekaniame hukum, hukum aca-
ra, pendidikan hukum, perilaku masva-
takat hukum maupun pejabat hukum
atau perilaku profesi hulum, kesadaran
hukum dan sebagainya, vang kesemuanya
itu membangun sistem hukum.

Pernyatean di atas  menunjukkan
bahwa sistem hulkum sangat dipengaruhi
oleh falsafah (flsafat) hukum yang dianut.
Sedangkan politik hukum dan  teord
hukum, apakah turut serta dalam memba-
ngun sistern hulum nasional? Hal ini
kiranya perlu mendapat penjelasan lebih
lanjut, apakah politic hukum dan teord
hukum tersebut? Juga, bagaimanakah
hubungan keterkaitan satu dengan yang
lain, diantara kermpat aspek hukum
tersebut? Serta bagaimanakah keduduksn
aspel yang satu dengan aspek lainnya.
Jawaban atas masalah-masalah tersebut
di atas akan diuraikan delam item-item
politik bulum dalam perspektif filsafat

hubum, sistem hukum dalam perspektif
filsafat hukum serta teori hukum dalem-
perspektil filsafat hukum. Pembahasan
secara keseluruhan akan langsung dikait-
kan dalam konteks pembangunan hu-
kumnya.

2. PEMBAHASAN
A. Politik Hokum Dalam Perspektif Fil-

safat Hukum

Folitik hukum adalah kebijaksanaan
politik vang menentuban peraturan hu-
kum apa yang seharusnya berlaku dan
mengatur berbagai hal kehidupan berma-
syarakat dan bernegara. Politik hukum
gangat erat berkagtem dengan wawazan
politik, yvaitu konsep strategis yang mem-
berikan arahan bagi perusahaan politik
hukum itu sendiri {Solly Lubis, 1989, 100).
Dengan demikian, definisi politik hukum
ini menunjuk pada suatu kebjjaksanaan
politik yang berupa peraturannya dan
bukan cara atau upava sebagai wujud
sebuah  proses, Adapun proses aktivi-
tasmiya terletak pada wawasan politik hu-
kumnya.

Perspoalan tentang politik hulum
adalah suatu persoalan dalam pembinaan
hulum. Berlakunya hukum dalam suatu
negara  ditentukan oleh politik hukum
hegara Yang bersanghutan, di samping
kesadarsn masyarakat dalam negara
Politik hukum sebagai kepiatan memilih
atau menentulan hubum mana yang
sesual dengan tujuan yang hendak dica-
pai oleh masyaraket. Merujuk pada
pendapat T.M. Radhie, soal pembaharuan
hukum mempunyai hubungan vang erat
dengan politik hulum (T.M.Radhie, 1973,
4) Politik hukum  diartikan sebagai per-
nyataan kehendek penguasa negara
mengenai hulum yang berlaku di wila-
vahnya, dan mengenal arah ke means
hukum hendak dikembangkan. [stilah
poltik hukum ini dapat diartikan sebagei
kebijjaksanaan atau policy dari penguasa.
Jadi kefkutsertasn negara dengan alat-
alal perlengkapannya, sebagai penguasa
pergaulan hidup negara di dalam politik
hukum meliputi: pelaksanaan hukum,
mempengaruld  perkembangan huloam

Tinjavan Perspektif Filsafor Hukum

Neowr Tri Hasiun



PLSAT PENGEAJAN HUELM DAN PEMBANGLUNAN

PERSPEKTIF Volwna 3, No. 4, Th. 1998, Edisi Otober

serta penciptasn hukum (Satjipto Rahar-
djo dan Fauzi, 1985, 165},

Politik buloom juga diartikan sebagad
kebijakan dasar vang menentukan arah,
bentuk isi hukum vyang akan
dibentuk. Sehingga politik hultum mera-
pakan nilai-nilai, penentuannya, pengem-
bengan dan pemberian bentuk hukum-
nya Upayanya dengan membuat kaidah-
knidah yang akan menentulen bagaimana
scharusnya manusia bertindak. Di sam-
ping itu, pobtk hukum juga menerisian
perkembengan hukum dengan berusaha
melenyapkan sebanyak-banyaknya kete-
pgrngan  antara  positivited? dan social
werkelificheld Bahken politik hukum
membuat suatu s consttuendum dan
mengupayakan di kemudian hari berlaku
sebagai ius constilutum yeng baru. To-
juannya adalab untulk menyelenggarakan
peraturan-peraturan hukum yang tetap
dalam kepdasn, situasi dan dalam wali
tertentu (2. Asilin Kusumsh Atmadija,
1980, 15}.
mengkbususkan dirinye pada usaha
memerankan hukum dalam mencapai tu-
juan-tujnen vang dicita-citaksn oleh ma-
syarakat

Abdul Hakim Garuda Nusantara menya-
taknn sisi pandang pelitik hukum (nasi-
onal] secara haraflah sebagal kebijak-san
nmhulmmﬂlpﬂ!ﬂﬂdﬂmhm-dﬂ
atan - dilaksanaksn secara
nasional oleh suatu pemérintaban negara
tertemin. . Adapun = perspalan-persoalan
yang dibicaraken dalam politik hukum
mehput- -
8. Tujusn apakah yang hendak dicapai
dengan sistem hukum yang ada?
Tujunnmiﬁuhuupammuin

yang lebih specifik menurut bidang-

bidang tertentu, seperti ekonomi, so-
wial dan lain-lain yang kemudisn
masih bisa dipecah-pecah ke dalam
tujuan-tujuan yang lebih kecil lagi.

b. Cara-cara apakah dan yang manakah
yang paling baik untuk dipakei agar
mencapal fujuan tersebiut? Termasulk
di dalamnya persoalan pemiliban
antara hukum terhulis atau tdak ter-
tulis, antars desentralisasi dan sen-

c. Kapanksh waktunya hukum it peria
dirubab den melalyi cora-cara bagad-
mana perubaben itu sebailmyva  dils-
kukan?

d. Dapatkah diramusken sustu  pola
Yang mapdan Serta cara-cara untuk
mencapal tujusn tersebut? Termasuk
di dalamnye proses untuk memper-
bahari bukum secara effisien: dengan
perubahan total? atau dengan peru-
bahan bagian demi bagian.

Nampak dari berbagal pengertian po-
itk hukum yang ada dapatlah digo-
lmgkmmﬁﬁndiﬁmpmkdmmnk,ﬂkﬂ

penguass  den  kebijekan daser yang
menentukan arab, betitul dan is hukum.
Juga pengertian  polbk hukurmn  sebaged
obyek dari politik. [ semping pengertian
politilc hultum sebagai subyelk, karena hal
ini didasarken pada bagaimana hulkam
berupaya untuk memerankan (membusat
dirinya dapat berperan) dirinya untuk
mencapal tujusn masyarakatnye Dalam
hal pengertian politik hukum ini, Mochtar
Kusuma Atmadja memberikan pengertian
sehagri kebijaksanasn hukom (Mochiar
Kusuma Atmeadja, 1976, 25).

B. Politik Hukum den Pembinsan ‘Hu-
Eum
Pembinasan hukum yang dimaksud-

kan delam tulisan ind termasuk dalsm

prh:ﬂpu;mmem‘hnugtmadaiahmnmpu
baharai dan membine secars terus
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menerus dengan mengikuti perkembang-
Annya. :

.+ Pergolakan pemikiran dan pendapat
tentang pembitasn hukum nastonal tetap
saja terjadi seperti adanya pergolakan
pemshaman tentang  politik  hukum,
Terdapar pertalisn erat antara penerapan
konsep hukum sebagai alat pembaharuan
masyarakat - dengan - pembinaan  hukum
nasional. Babwa dalam pembinasn hu-
kum nasional dan hulum sebagal sarsna
pembangunan  terletalk pada hukum
nagional: positif scbagai sarana pemba-
harusn masyarakat, masih aangat diper-
lukan upaya pembahsruan dan pembi-
paan. Arti pembinassm hukum ind disnulad
dari pemildran tenta.ng hu]mmu]rn itu
sendiri.

Asikin m::negaukan bnhwa dalam
instansi tekahir, pelitik hukumlah yang
menentukan apakah pembaharuan huo-
ltum sudah dapat dilakssnakan? Dan se-
telah pembaharusn hulmm dilaksanakan,

belen dapat dipersiapkan sebaik-baiknya
unfuk menerima pembahgruan  hukurm
tersebut,

Keduduken tentang politik hukum

hukum telsh terbentuk dari upaya pem-
bangunan (pembaharuan den pembinaan)
hukum, maka politik hulum kembali
berperan: untuk mempersiapkan segaln
perangkal hukum untuk menerima pem-
bangunan hulmm, i

C. Politik Hukum Dalam Perspektif Fil-
wafat Hukam
Tualu masyarakat merupakan perwujudan
lebih lanjut dar “ide” yang dicita-citakan
oleh masyarakat dalam hidup bernegera.
Sistern - bulum yang terbentuk  ind
merupakan . perawjudan bentuk . dard
adanya politik hukum. Sebagai dijelasian
oleh Sunaryati Hartono, bahws hulum

mempunyai begitu banvak aspek dan
terdiri dari banyak komponen atan whsnor
lain. Aspek @tay unsur  mana  yaog
dianggap paling penting, tergantung dari
falsafat hukum yang dianut oleh sistem
bukum. ' yang bersangkutan. Dengan
demikian, -perscalan politik hukum dan
pembinasn bulum berarti juga berhicara
temtang pembangunan dén pembaharuan
bukym dalam sistem hukum. Den aspek
ataun’ unsur yang mendominasi atau
memberl jiwa atau nilai dan corak deri
sebush  sistem hukum adslah filsafat
bulum (Sunaryati Hartono, 1976, 17}
Menurut Roscoe Pound, fungsi filsafat
hulkum adalah sebagai alat ukur apalmh
kmidah-kaidah, dnkttm—dui::lnndnnhm

dengan menunjukkan tujusan hukum
(Najmi, 1989, 100). Filsafat hukum juga
menempatkan hukum dalam tempat dan
perapektif yang tepat sebagai bagian dari
usaha manusia menjadikan dunia i
suatu tempat yang lebih pantas untuk
didiami. Dengan tujuan pokok hubum it
bila - direduksi hanya terdapat satu hal
hidup manusia akan lebih teratar. ..

Ketertiban yang hendak dicapai ma-
syarakal merupakan sesuam yang dicite-
citakan, di samping cita-cita adil dan
makmur (cita-cita masyarakat Indonesia).
Cite-cita maesyarakat terwujud dalem
suatu tujusn nasional melalui  sistemn
hukum yang ada den pelaksanasnnys
melalui peran politik hukum.

Kembali pada definisl politik hulaim
yang menyatakan hukum sebagsi obyek
adalah merumuskan cita-cita palitik da-
lam pengertiam leadilan dan tata huloom.
Lebih lamjut ditegaskan oleh Raibruch,
bahwa semus perubahan pelitik yang
besar telah dipersiapkan sebelumnya atau
dengan kata lain dipengaruhi oleh flsafat
hukum pada tahap awal dan pada tahap
akhir sebush revelusi (W. Friedmann,
1990, 2]1-22)

Sebagai suatu cara untuk mencip-
takan dan melaksanaian sistem huloum,

Thiyasians Perapeif Filsafint Hukam

54

=
Noor TH Hestuti



iL-E-!T PENCEANAN HUELMS .ELWFE‘HEJHJJ’_JH?-'

PERSPEKTIF Volume 3, No. 4. Th 1998, Edisi Oletober

maka politik hukum balk dalam
pengertism kebijaksanaan  pemerintah
(penguasa), kebijakan dasar, sebagad
obyek meaupun sebagal subyek harus
kEembali atau didasar pada cits-cita
hukum. Tentunya cite-cita hukum yang
dimalrsud merupakan cita-cita huloum
yang termual dalam m;uunnnmmmlyarq
mergpakan PEOCETIOINAT cita-cita
masyvarakat,

D. Bigtern Hukum Dalam Perspekiif

Filsafat Hukum

Sistem hukum sebagai suatu racghksi-
AN Kesatuan peraluran-peraturan huloom
yang disusun secara tertib menurut aAsas-
agpanyva. Sebagal suatu kesatuan, dalam
mistem hukum tidak ada peraturan
hulkum yang bertentangan satu dengan
yang lain dalam kesatusn sistem tersebut
karena sifat sistem adalah konsisten.
Bubelti mengartiken sistem hukum seba-
ERi Fuaty susunsan atau tatAnean vang ter-
atur, suatu keseluruban yang terdiri atas
bagian-bagian yang berkaitan satu sama
lain, tersusun menurut suatl rencana
atau - pola, hasil dari suatu pemikiran
untuk mencapai suatl tajuan. Eadnﬂ.g;l:m
Sudikno Mertokusume menyatakan, sis-
tem hukum adalah suatu kesatuan yvang
terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai
interalsi satu sama lain dan bekerja sama
untuk mencepai tujusn imuama.u tet-
sebut. Sistem -hulkum jugs merupakan
sistern abstrak (konseptual) karena terdiri
dari unsur-unsur yang tidak konkrit, yang
tidak menunjukkan kesatuan vang dapat
dilihat. Sistern hukum juga merupakan
sistem hukum yang terbuka, karena
peraturan-peraturan  bukum  dengan
iatilah-iatilahnya yang bersifat wmum,
terbuka untuk penafsiran yang berbeda
dan untuk penafsiran yang luas (Sudikno
Mertokusume, 1986, 100},

Bachsan Muﬂtafn menyampaikan pe-
ngertian sistemn hubum dengan menge-
tengahkan pengeriian  Sistern  Hulowm
Indonesia, yaitu seperangkat aturan
hukum baik yang tertulis maupun tidak
tertulis, yang berhubungen satu dengan
yang lainnye untuk mencapai masyarakat

Indonesia yang tertib, adil den damai
Hukum memilild berbagai pengertiss
makn sistemn hulum dapat pula dikaitkan
dengan beberapa pengertian, balk sebagai
sistem tata hukum atau sebagai sistem
jalinan ndlad, bahkan istilah tertib hukoam
juga disepadankan sengan istilah tata
hulkum maupun sistem hukum (Soegjono
Soekonto, 1983, 6). Adapun hal-hal yang
dibicarakan dalam sistem hulum yaitu:
elemen stau unsur dari sistem huloum;
bidang gistermn hukum; konsistens sistem
hukum; pengertian dasar sistem holoam
serta  kelenghkapan dari suatu sistem
hulkum.

Sistem hulum dapat dibagi dalam
tiga begian ateu kKomponen. Pertama,
disebut sebagal komponen sbrokbaeal
adalah bagian-bagian dari sistem hukum
vang bergerak di dalam suatu mekanisme.
Eeduya, adalah komponen substadsd vang
menjelaskan hasil nyata dari pmau yang
diterbitkan oleh hultum, sebagai comtoh
adalah keputusan hakim. Ketiga, adalah
berupa sikap publik atau sikap warga
magyarakat beserta nilai-nilal veng dipe-
gangnya Adapun kandungan atau isi dari
politik hukum nasional haruslah mengan-
dung mubtiara-mutisra tertib hulum sH-
mulans pembangunan di segala bidang
dan perlindungan terhadap harkat dan
martabat manusia (Mulyana W, Kusumah,
1986, 35

E. Hubangan Politik Huokom Dengan Sis-

tem Huktm

Latar belakang vyang mengilhami
lahirmmya hubungan an-tara politik hulkuam
dengan sistem hulkum adalah adanya
pertautan antara  politik dan hukum.
Berdasarkan tinjauan historisnya, teruta-
ma di berbagal negara benua Eropa, ilmu
hulum banyak berhubungen dengan ilmu
politik sejak duiu. Keterkaitan ini sering
diibaratkan sebagad tulang dan daging
atau dinyatakan hukum sebagai rel dan
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fokuas dari kehijaksanasn nasional, mau
tidak man orang harus berpaling Eepada
hubungan antara pelitik den hubkum [Arbs
Sanit, 1989, 39).

Kiranya dari beberapa kenyataan i
sudahlabh cukup untuk membuka feno-
mena pemdbiren bahwa pelitik huloam
mempunyei dampak terhadap huloum.
Pengamatan terhadap hubungan ita di-
kerjaken dengan memanfaatken perban-
dingan perkembangan politik dengan
pertumbuthan hukum, Keten kedua aspek
kehidupan tersebut dari waktu ke waktu
terlihat dari realitas bahwa hukum

nehut l:l:nla.h oleh para pemeran politik
yang mempung.rm keluatan wvang ber-
imbeang atau dijalanien’ melslui dominasi
suatu pihak. Selain dari itu, kaitan politik
dengan hulum diperlihatkan pula oleh
proses  pembentukan lembagn-lembagn
hukurm, peuetapan personalia dan hukuum
serta proses hubum itu sendiri. Setidak-
tidaknya sesuai dengan  keadaan,
politikpun  berpotensi untuk mempe-
ngaruhi hukum dalam setiap titik ke-
hidupan hukum tersebut (Artidjo Alkotsar
dan M. Sholeh Amim, 1986, B3).

Mengenai hubungan politik hukum
dengen sistern hukum yang masing-
masing keberadaannya telah dijelasien,
keduenya merupakan dua kutub vang
saling mempmg.sm.ﬂ-u Bertitik tolak dari
adagium, bahwa hulaim ity bukan me’
rupakan l:ujusma akan tetapi hanyalah

merupakan jembatan yeng aksn mem-
bawa kita kepada ide vang dicita-citakan.
Baru setelah diketahui maﬂ:.rmakat yang
bagaimana yang dicita-citakan oleh suatu
hmglm dapatlab  dicari =sistern  hukum

yang bagaimana yang dapat membawa
rakyat iita ke a.rah masyarakat yang
dicita-citakan i, dan politik hukum vang
bng;hnm yang dapat menciptakan
sistem hu‘]q:um nasional yang dikehendald.

Dengan demiliar dapatlah ditarik
kesimpulan, bahwa =sistem huluom akan
lahir terlebih dabhulu untuk menjawab
cita-cita yang diinginkan, baru kemudian
tercipta suatu instrumen yang tidak lain

e r———

adalah politik hukum yeng merupakan
kantung upaya untuk menciptakan sistem
bulkum nasional. Jadi, & sind politik
hukum  henvalah merupaken sustu
bentulk upaya dalam mencar pola yang
ideal, yang sesuai dengan kondisi suatu
bangsa baik ragam budayva, faleafh
hidup, kondisi alam dan lain sebageinys.
Hal-hal lain wyang turut mensntulan
politilomhuloum  di  samping  cita-cita
nasjonal, sistem hukum termeasuk. . paila
kehendak pam'hmtuk hukum, praktisi
atan teoritisl tetapi juga ditentukan oleh
perkembangan hukum &i belabean bumi
lwin serta perkembangan = Hulkum
Internasional, Artinya, ada faktor-falktor
lminn i luar jangkauan negara tersebut
yang akan ilut menentukan politik
hukum masa kini dan masa yang akan
datang.

F. Perspekiifl Filsafat Hukum Tentang

Sistem Hukum

Kajian yvang mendalam terhadap hu-
hunmﬁupaknnmﬂ:ekdmim-:ﬂn{w
rakat yang di dalamnya mengandung
pemikiran-pemikiran filsafat yang mempu-
nyal niled. Henva dengen melalud flsafat
hulum hakekat hulum dapat ditemuloan.
Depngan pemahaman dan  pendalaman
flaafat hukum terdepat barapen untul
menemulan konsep-konsep desar dalam
rengks menemukan hukum yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Filsafat
bukum ftu eéndiri merupakan hasil
pemikiran vang metodis sistematis den
radikkal tentang hakikat hukum dalem
segala aspeknys, vang meliputi hakelot
pengertian  hubum, cita dan  tujusn
bukum, berlakunya hukum dan pene-
rapan atan pengalaman hukum [(Soejono
Eoesoemo Sisworo, 1989, 3)

Mengingat aspek pembinaan hukum
merupakan usaha mencari konsep-konsep
nilai vang ada, tumbub dam mendasan
kehidupan masyarakat yang ada dalam
rangka memenuhi perubabhan  dan
kebutuban masa Pembinasn hulkoom juga
menipaksn proses vang berusaba me-
nyempurnakan sistem-sistem yang ber
kmitan secara menyeluruh, beik dalem hal
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pembaharcan hukum, penegakan hukum
dan lembaga hukumnya Perubshen/-
pembaharuan hukum tdak semata-mata
menyangkut perubahsn norma-normanya
sgja, melainkan juga menyangkul pefu-
behan pranaia, serta kondisl  sosal,
budaya, politik, dan ekonomi, sebab suats
mistemn, schingga proses pembinasn
hukum merupakan suati sistem, se-
hingga proses pembinaan hukum harms
meliputi pula pembinaan bagian-bagian
tak terpisahian darl sistem tersebut.

Jadi, masalah pembinaan hukum

Dalam wupayanya untuk menemukan
hulum vang sesuai dengan atay cita-cita
masyarakal.

G. Teori Hukum Dalamm Perspaktif Fil-

safat Hulkum

Dalarm ajaran Karl Larenz, ditemulcan
adanya tiga macam bentuk pengertian
adalsh paralel dengan Lketiga aspek
perwujudan cita hubum di datem hokooam
yang berlalu, terjadi pula tiga macam
hanmlcpen.gemanhuh:mrrnmhq
pelifie begripsvormeny, yaitu: pengertian
abstrak yang umum, yvang merupakan
konsep yuridik, pengertian tipologik
yurnidik dan pengertan konkrit umum
materiil. Dua buah bentuk pengertian
yang pertama dijabarkan dan diber
kedalaman arti oleh yang terakhir. Dar
pengertian  etik  hukum ini  dialirkan
pengertian konkrit umum mengenai ber-
bagai konsep hukum sebegai ungkepan
langesung dan tertinggl dari cita hulkum
dalam susty tata hukum.
cita hukum, menunjukkan betapa funda-
mental kedudukan dan peranan cita
hukum di dalam dan terhadap tata
hukum (rechtorde), oleh karena itu cita
hukum mempakan sumber genetik dari
tata hukum. Sedangkan pengertian cita
hukum adalah cita yeng terdii dari
perangkat nilai-pilai instrinsik, bersifat
normatif dan koenstitutlf, merupakan pra-
syarat  transendental veng mendasar

hukum. Cita hubum mewujudkan diri
dalam kaidah hukum yang mempuroes
tga aspek vang berbeda, vaitu kaddah
hukum abstrak umum dan keseluruban
ketiga sebagai asas etik huloum.

Di beberapa kumpulan tulisan dalam
filsafat hukum mashab den reflelsimya,
istilah dan pengertian hukum disepa-
dankan dengan istilah ilmu bubum,. Se-
dangkan dalam tulisan yang lain menje-
lpskan tentang ifeord murmi tentang
hukum sebagad ilmu normatifl tentang

Dan oleh sebab #tu flmo
hulum harus dibedakan dengan jelas dari
politik hukum. [lmu Hukum {teori huboum)
adalah usshe uniuk memperoleh penge-
tahuan tentang hukum positif untuk
memaparkannya, menganalizsia struk-
umya, menetapkan definisd dati  pe-
ngertisn-pengertian yang digunaksn da-
lam hukum positif.

Lebih lanjut ditegaakan babwa teori
hukum mur tdak mempermasalabloan
keadilom. Teori itu adalah teor tentang
hukum senyatanya i, Dengan demikian
pengertian  teori hukum  juga terksit
dengan cit hukum den pengertian ilmu
bukum., Teori hukbumpun juga tidak
terlepas dari apa yang disebut dengan
gintem hulum (tata hukum), Sato hal
yvang tetap menjadi masalah tentang teori
hukum dan sistem hubum, di eoteca
kedua aspek tersebut meanae yang

aapek wvang lain? Masalah ind akan
terjawab bila kita konsisten dengan ajaran
Karl Larenz, yang menyatakan bahwa teori
hukum merupakan perwojodan cita
hulum yeng merupakan ungiapan ter-
tinggi dalam suatu tata hukom (sistem
hokum). Bahkan didentikken dengan
analisis biologi, maka cita hukum
merupaksn sumber genetik dari tata hu-
kum. Dengan demildan, cita hulkum me-
rupakan smifat-gifat yvang tdak tampak
(ahstrak) dan teori lehih bersifat agak
konierit,

Tinjauwan Perspeltif Filsafar Hukum
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H. Teori Hukum Dalam Perspektif Filaa-
fat Hulkum
selurub pemikiran sistemik teori hulmm
berkadtan dengan flsafat dan di sisd lan
teori politik. Seringkali bertitili tolak dari
filsafat, dan ideologi politik berperan
sebagai  pelengkap. Semua teori-teori
memuat unsur fiilsafar vang merpakan
refleksi dari kedudukan manusia di muka
bumi. Warna serta isi tentang teori-teori
tersebut berasal dari teori politik vang
merupakan gagazan tentang  bentuk
masyarakat vang terbeank. Semua pilcran
mengenai tujuan hulmm didasarkan atas
konsepsi tentang manusie, baik sebagai
mdivit!u yvamng berakal maupun  insan

Dﬂlaun perkembangan  pemilkiran
hukum, beberaps pemikir hukum pada
awalnya adalab Glsuf kemudian menjadi
ahli hukum demi lengkapnyva sistem
filsafat mereka Adapula beberapa pemi-
kir yang awalnya merupakan ahl politik,
dem menjadi ahli hukbum karens mersss
perlu - menputaraken pemildran  politik
mereia  dalam  bentuk  bhulbum, Dan
kelompok terakhor terdorong untuk
mencurahken pemikiran mereka tentang
tujuan hulum melalni studi profesional
dan praictek hukum Dan pada akhimya
mereka harus menerima salah  sato
pemikiran baik atas daser flsafat meupun
dasar politile

Dari perspektif flsafat hukum indpun
sulit ditentulan tempat teori huloom.
Namun teori hukum harus ditempatkan
sehagaimana tempat yang seharusnya,
karena ahli hukum baik sebagai pembuat
undang-undang maupun sebagai hakim,
baik sebagai warga biasa maupun sebagai
seorang ahl, sadar atau tidak selaiu
berpedoman pada prinsip-prinsip vang
dianutnya dan vang mengandung unsur-
unsur teori hulum yang bermula dard
ajaran-gjaran filaafat dan teori politik,

Hubum jelas berkaitsn dengan
politile, ekonomi, kehidupan sosial serta
etikn. Fungsi hukum adalah untuk
memberi bentuk dan ketertiban di bidang-
bidang tersebut. Dari hu-bungan hulom

den soal-soal yvang diaturnya terdapat
damar stabilitan, formalisme dan adaogm
hasrat aken rasa aman dari kekacauen.
Earena hukum merupakan suatu metode
untuk mengatur hubungan-hubungan
sosial dengan cara vang khas, maka
bentuk dard fungsi hubkumnya smengjadi
sangat penting dalam sistem hulum dan
pendidikan hulkam,

bahwa bentuk yang mengatur hubungan
aogial vang khusus menjadi lebih penting
dari bubungan sostal itu sendicd. Dalam
hal md hukum tidak selkedar bicara dan
hulumnya Sehingga dari segi ind hulkum
beraifat lebih mendalam dan menyveluruh.

3. PENUTUP

Polemik dalam ilmu pengertian hu-
kum rasanyva memang tidak aken pernah
berhenti. Hal mana sesual dengan sifat
ilmu it sendiri, vang selalu tymbuh dan
berkembang dalam seHap jamannya.
Begitu pula dengan istilah-istilah dalam
aspek hukum seperti politik hukum,
gigtermn bhukum, teori hubum dem juga
filzafat hulmmnya.

Aspek politik hulnom, sistern huloem
dan teori hukum merupakan aspek yang
penting dalam hal pembangunan hukum.
Bahkan filsafat hukum yvang dianuat dalam
suatu negara aksn sangat
terhadep sistern huimm yeng dibentuk
dar dilakssnakantnya. Behnjuu:ljrn.
lteempat aspek  yang men;m:h
pembicaraan dalam tulisan ini manwﬂl.
kepada adanyva pembangunen hukum,
yang pembahassnnya meliputi pembinaan
dan pembaharuan hukum.

Perspekuf flsafat hukum  tentang
ketign aspek tersebut merupalan usaha
untuk mencari hakekat hukum tentang
ketipn aspek tersebul, vang merupalkan
upaya untuk mencar hakikat bulkum. la
memberikan konsepsi, mengksji secara
mendalam tentang hukum dan tempat
hukum di alam semesia ind.

Dalam hubungannya dengan  politik
hukum, sistern hubum dan teori hukum,
maka semuanya kita mulai der adanya

Tinjmian Perspektif Filsafar Hukum
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Tinjauan Perapekti] Filsafat Hufum

suaiu mjuan nazional Tujusn nasional
merupakan perwuindan ataupun TS
an dari adanya cita-cita yang ingin dicapai
masya-takat, Cita-cita masvarakal (khu-
susnya cita-cita hulum masyvarakat) me-
rupakan gambaran dari filsafat hulum.
Dari adanva cith-cita hukum ingin dicip-
takan atau dibenitulk suatl sistem hokum.
Padsa proses penciptaan hulum ateupun
pembentulan sistern hukum, maks pada
aapt itulah politik hukum  ssngat
berperan.

Pada awalnya politk hukum terwajud
dalam suatu kebijakan dasar. Dan pada
prosesnya selanjuinya politik  hukum
lebih menjelma sebagai kebijaksanaan
[hukzm) dari pemerintahan atau
penpuasn begitu seterusnya. Sampen peads
akhimya sistem hukum terbentuk, dan
pada saat sudah dapar atau Delum dapat
dilaksanakan it juga merupakan loagian
politik hukum.

Masalah teori hukum yang delam
perspektif flsafat hukum merupakan
rumussen vang sedikit telah konlorit juga
diidentilkan dengan ilou hulum. Kalaa
cita hukum disebut sebagai sumber
penetik dari tats sistern hulum, maks
teori hukum disebut sebaga sifat-sifat
yong tampak dari cita hulum, Teori
hulum merupakan bentuk dan sekaligus
substansi dari sistem hukum yeng ada
Selain dard itu, sistem hukum juga
dibentuk oleh aspel-aspek hukum yang
lain, sepertii sumber hukum, kaidah
hulkum, yurisprudensi, hukum kebinsasn,
penegakan hukum, pelayanan hukum,
profesi hukum, lembega hukum, pranata
hukum, pendidikan hukum kesadaran
hukum dan lain se i

Semua hal di ates, bila dikedtian
datq;a.n pembangunan hultum maka ber-

pula mengadakan pembaharuan-
pambaha.rum hukum melahii upays pem-
hinaan hukum. Hal ini berarti memi- lih,
menemuban serta kemudian meneraplan
teori-teori hukum sebagal substansi dan
bentuk dari suatu sisterm hukum.

Dari kesimpulan ind, kiranya ada
kejelasan keterkaitan dari keempat aspek
hulum dimaksud dalam judul. Namun

uraian pembahasan i masith sangat
terbuka kemungkinannoyva untuk didisku-
sikan kermbali,
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